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SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 
BUTON TENGAH 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR: 17 TAHUN 2022 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perungang - Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5954); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia 

! Tahun 2014 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5563); 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Buton Tengah 

BUPATI BUTON TENGAH , 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR: Jl TAHON 2022 

TENTANG 

BUPATIBUTONTENGAH 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153). 
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Pasal 3 
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 2 
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah kabupaten bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak diwadahi dalam bentuk dinas. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah; 
2. Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah; 

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Tengah; 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton 
Tengah; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas; 

8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang 
diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan 
kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH 
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Pasal 7 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan 

kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

c. pengelolaan barang/kekayaan daerah yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 
e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan 

kewenangannya; 
f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan 

pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala 
Daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsi dinas. 

Pasal 6 
Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di 
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pasal 5 
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah; 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A; 
(2) Penentuan tipe Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 
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Pasal 10 
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran program Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan 
peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. pengelolaan keuangan; 
c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para bawahan 

sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar 
tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 
tangga dan barang milik Negara; 

e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; 
f. penyusunan perencanaan di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 
h. dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyusunan 

laporan; 

Pasal 9 
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di 
bidang pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak serta tugas pembantuan; 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 8 
(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pemenuhan Hak Anak; 
d. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas 

Keluarga; 
e. Bidang Data Informasi Gender dan Anak; 
f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindugan 

Khusus Anak; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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Pasal 14 
Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Menyusun 
rencana Program dan kegiatan Tahunan Sub bagian Umum 
dan Kepegawaian, menyiapkan bahan pedoman petunjuk 
teknis. Melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, 
rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi 
kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan 
pendidikan dan pelatihan; 

( 1) Sekretariat terdiri atas : 
a. Subbag Umum dan Kepegawaian; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 13 

Pasal 12 
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan 

perencanaan program dinas; 
b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 

peyusunan anggaran dinas; 
c. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum 

kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan 
protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan; 

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 
( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis 

dan administrasi yang meliputi perencanaan , keuangan, 
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 
ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. 
Buton Tengah; 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil 
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 16 
Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan Pemenuhan Hak Anak 

dibidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pemenuhan hak anak; 
c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 

anak; 
d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi dan distribusi 

kebijakan pemenuhan hak anak; 
e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pemenuhan hak anak; 
f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak; 
g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 

lembaga pemerintah, nonpemerintahan, dan dunia usaha; 
h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak; 
i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak; 
J. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di 

bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

k. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternative dan 
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya; 

1. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 
anak di bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

m. Penyiapan koordinasi dan sinktonisasi penerapan kebijakan 
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternative dan 
pendidikan serta anfasilitasi, sosialisasi dan distribusi 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya; 

Pasal 15 
(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norm.a, standar, prosedur dan kriteria dan 
pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan yang meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan 
serta hak sipil, informasi dan partisipasi. 

(2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

'Baqiari Ketiga 
Bidang Pemenuhan Hak Anak 
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Pasal 19 
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan 

kegiatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; 
b. perumusan kebijakan operasional, penyusunan kebijakan 

forum koordinasi serta perumusan kajian pelaksanaan 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 
dibidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas 
keluarga; 

c. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 
perempuan dibidang ekonomi, social, politik, hukum dan 
kualitas keluarga; 

Pasal 18 
(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 
d,mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan Kriteria, dan pemberian bimbingan Tekhnis, 
serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan; 

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 

Pasal 17 
Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 
supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di 
bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta 
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

o. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada 
lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di 
bidang pengasuhan alternative dan pendidikan serta 
pemfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 
layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang 
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya; dan 

q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan 
alternative dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya. 
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Pasal 22 
Bidang Informasi Data Gender dan Anak dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, 
informasi gender dan anak; 

b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 
data, informasi gender dan anak; 

c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, 
informasi gender dan anak; 

d. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, 
informasi gender dan anak; 

e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan 
distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
penyajian data, informasi gender dan anak; 

Pasal 21 
(1) Bidang Data Informasi Gender dan Anak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan 
perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi 
penyajian data dan informasi gender dan anak; 

(2) Bidang Data lnformasi Gender dan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Data lnformasi Gender dan Anak 

Pasal 20 
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional. 

d. fasilitasi, sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis 
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social, 
politik, hukum dan kualitas keluarga; 

e. penguatan dan pengembangan lembaga pengarusutamaan 
gender; 

f. perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan; 

g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 
kesetaraan gender dan hak anak; 

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi; 

1. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan 
J. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh 

atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 25 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 
Khusus Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan 

kegiatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan 
khusus Anak. 

b. perumusan kebijakan forum operasional, penyusunan 
kebijakan forum koordinasi serta perumusan kajian 
dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan, serta perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, 
dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
dan perlindungan khusus Anak, 

c. pengkoordinasian dan singkronisasi penerapan kebijakan 
dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, 
dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
dan perlindungan khusus anak; 

Pasal 24 
Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Perlindungan 
Khusus Anak mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan Kebijakan ,penyusunan norma,standar, prosedur 
dan criteria, dan pemberian bimbingan tekhnis serta 
monitoring,evaluasi, dan pelaporan diBidang Perlindungan Hak 
perempuan dan perlindungan Khusus Anak sebagaimana 
dimaksud dalam pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan 

KhususAnak 

Pasa123 
Bidang Data Informasi Gender dan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan 
teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender 
dan anak; 

g. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan 
teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender 
dan anak; 

h. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak serta 
pengelolaan website (egov) 
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Pasal 28 
(5) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPI'D 

tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja UPTD yang baru diundangkan 

Pasal 27 
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPI'D untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang 
tertentu; 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

( 3) Klasifikasi UPI'D pada Dinas terdiri atas : 

a. UPI'D Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar 
dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja 
efektifpertahun;dan 

b. UPI'D Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil 
dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan 
kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun. 

(4) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetepkan dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 26 
Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Perlindungan 
Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri 
atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. pemfasilitasian, pengsosialisasian dan pemberian bimbingan 
tekhnis penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan serta 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 
kekerasan didalam rumah tangga; 

e. pengevaluasian dan pelaporan penerapan kebijakan 
dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga 
dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang 
dan perlindungan khusus Anak; 

f. perumusan kebijakan, penyusunan kebijakan forum 
koordinasi serta perumusan kajian pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

g. pemfasilitasian, sosialisasi dan pemberian bimbingan 
tekhnis penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan 
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Pasal 32 
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya; 

Pasal 31 
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar 
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 30 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan 
Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yag terbagi 
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsional 
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi 
jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing; 

(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing 
masing uraian tugas; 

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas 
usulan pejabat yang berwenang; 

(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis 
jabatan dan analisi beban kerja; 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetepkan oleh 
Bupati. 

• 

Pasal 29 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing 
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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Pasal 38 
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan 

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinasdapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 37 
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu oleh 
Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan 
rapat berkala. 

Pasal 36 
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 35 
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 34 
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub 
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 

• 

Pasal 33 
Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat 
waktunya; 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja; dan 

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi 
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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Pasal 40 
(1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan 

Fungsional Dinas Pemebrdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat 
yang saat 1n1 sedang menduduki jabatan tetap 
melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian 
jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
kabupaten Buton Tengah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

• 

Pasal 40 
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 

jabatan struktural dilingkungan Dinas Kabupaten, 
berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku; 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupti atas 
usul Sekretaris Daerah 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama; 

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau 
jabatan administrator; 

(5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan 
administrator; 

(6) Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan 
Fungsional merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 
pengawas; 

(7) Pejabat Eselon III dan IV, diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 

(9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 

• 

BABVI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

• 

• 

Pasal 39 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 
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• 

BERITA DAERA KABUPATEN BUTON TENGAH 
TAHUN 2022 NOMOR : I 1 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal .2bJO\flUtl r / 2022 

S D 

• 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal tfl6JPJIJWIJ('/ 2022 

B I BUTON TENG 

• 

Pasal 42 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah. 

I 

Pasal 41 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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KUALITAS HIDUP DATA DAN INFORMASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HAK 
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KUALITAS KELUARGA KHUSUSANAK 
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BAGAN 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

: Peraturan Bupati Buton Tengah 
: I 1 TAHUN 2022 

= Jl.. ~ f anua r t 2022 
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Lampiran 
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Tanggal 
Ten tang 

• 

• 
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